Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth

Tembusan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Wisma Aldiron Lt. 3 JI. Gatot Subroto Kav: 72-(Eks. MBAU) Pancoran
’ Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021-79188075

: 595  ID5.1/T/2007 . 27. Pelruari 2007
: 1 (satu) berkas ‘ '
: Larangan “ Kelas Jauh ©,

: 1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional

2. Kepala Kantor Regional BKN b
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Bupati . -
5. Koordinator Kopertis Wilayah | - Xl -
se Indonesia ‘

Bersama 'ini kami beritahukan bahwa beberapa tahun belakangan ini

banyak perguruan tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan pendidikan
dengan model “ Kelas Jauh dan Kelas Sabtu - Minggu *“. .

Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melanggar
norma dan kaidah -akademik yang kualitas penyelenggaraan dan
lulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. .

Perlu kami beritahukan bahwa’ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

sejak tahun 1997 telah melarang’ penyelenggaraan pendidikan model
* Kelas Jauh dan Kelas Sabtu +Minggu “ dan menetapkan bahwa ijazah .
yaiig —dikeluarkan—tidak _$afi daii tidak- dapat_digunakan__terhadap
pengangkatani " ffidupun pembinaafi~~jérjang Karirlpenyetaraan bagi
pegawai negeri. e g e JEPREURNUTIRPESRE Sodets e S " st S, S P, A

Terlampir: kami sampa‘ikan copy surat edaran dan pengumuman
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang larangan dimaksud untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. ' '

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan

Supeno Djanali
NIP. 130368610.

1. Dirjen Pendidikan Tinggi ( sebagai laporan )
2. Para Direktur/Sekretaris di lingkungan Ditjen Dikti.

k-jauh/290
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL *
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

JI. Rava Jenceral Sudirman, Fiam I, Senayan, Tromol Pos 190 Jaksrta 10002
Telp. 5731956 (Hunling) :

asmnmann

‘Nomor - 1506/D/T2003 16 Mei 2003
[.ampiran - - . '
Perihal : keabsahan gelar‘ijazah vang diperoleh melalui -
pendidikan jarak jauhikelas jauh/kelas khusus/ ' .
kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam '

Pcm~binaap karier PNS.

Kepada Yth. ’

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
Badan Kepegawaian Negara

JL. Letjen Sutoyo No. 12 - Cililitan

Tekarta Timur .

- Merujuk surat Saudara No. C.26-30/'V.43-5/13 tanggal 8 Apnl 2005 peribal tersebut pada
pokok surat, kami sampaikan dengan hormar beberapa penjelasan dan pene gasan sebagai
berikut :

l. Pendidikan jarak jauh yang diakui ole

b pemerintah adalah hanya yang diseleng-
garakan oleh Universitas Terbuka. '

)

Kelas jauh/kelas khususikzlas eksakutif bukanlah terminolo
Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian
kami tidak mengenal istilah tersebut dan istilah tersebut hanya digunakan oleh
. perguruan tinggi dalam ‘upava menarik minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan
kelas jauh/kelas khususikelas eksekutif tidak sesuas dengan kaidah dan norma
pendidikan tinggi, dan kami selalu menindak e2as para penyelenggaranya.

g1 resmi Departemen

L9 ]

Permasalahan kemudian terletak pada jjazah
tidak mencerminkan apakah penyelengearaa
khusus/kelas ekseksutif, Hal ini meny
karier PNS karena semuanyva mend
melanggar ketentvan Ditjen Pendid
dengan peserta reguler.

rang dikeluarkan oleh perguruan tinggi
nnya sccara reguler atan kelas jauh/kelas
wulitkan pertenwan civil effect dalam pembinaan
apat perlakuan vang sama, bahkan yang jelas
ikan Tinggi juga mendapat pengakuan yang sama

4. Untuk mengatasi hal pada butir 3 di atas, dan untuk memberikan keadilan bagi
lulusan perguruan tinggi vang melalui progzram reguler, maka kami mengusulkan
kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat mencrapkan tambzhan persvaratan
dalam rangka penetapan civil effect.
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-

Adapun tainbahan persyvaratan tersebut antara lain -

a. Jaminan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa tidak ada kelas jauh/kelas khusus/
kelas eksekutif, dar bila ternyata ade maka penetapan civil effect akan dibatalkan.

b. Menggunakan data dari Direktorar Jenderal Pendidikan T inggi yang menunjukkan

- perguruan tinggi vang telah melanggar dengan melakukan kelas jauh/kelas

’ khusus/kelas eksekurif, dengan data tersebut BKN dapat melakukan penjaringan
awal mengenai kriteria penetapan civil effect.

5. Pejabat yang berwenang memberikan ijin operasional perguruan tinee; swas
. g ‘ RSy 191 swast :
Direktt Jenderal Péndidikan Tin gQl. inBE] swesta adalak

De

mikian agar diketahuj adanya, terima Kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

N VT

Sauyo Soemantri Brodjonegoi'o
“NIP. 130 889 802

hy

(3%




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jin. Raya Jenderal Soedirman Pinlu I, Senayan Tromolpos 190, Jakarda 10002
"~ Telp.: (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731903

Fax. (021) 5731466, 5731988, 9731903. Email; dikli@dikli.org
Nomor 1 2630/D/T/2000 - _ Jakarta, 22 September 2000
Lampiran s
Perihal

: Penyelenggaraan Kelas Jauh.

Kepada Yth, . _
Rektor Institut/Universitas Negeri .

" Ketua Sekolah Tinggi Negeri ' ‘
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. N1I

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sampai saat ini masih banyak PTN dan PTS

yang menyelenggarakan kelas jauh. Hal ini kami ketalui melalui pemberitaan media
cetak maupun dari berbagai laporan resmi yang kami terima.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pimpinan PTN dan PTS yang
ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan masyarakal .di berbaygai wil
terutama dalam menghadapi pelaksanaan olonomi- d
- perhatian pimpinan PTN dan PTS terhadap beberapa hal s

1.

aysh di lndonesia,

aerah, maka kami mohon

cbagai.berikut :

Kelas jauh dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. .

2. Pehyelcnggaraan pendidikan jarak jauh ( bukan kelas jauh ) selama ini ditangani
oleh Universitas Terbuka, dan dalam wakty mendatang PTN lain dan PTS dapat

~melakukan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan pola seperti Universitas

Terbuka atau menggunakan media teknologi informasi yang saat ini sudah

i ' sangat berkembang, ‘

L . N . ) . . 4 . .
3. Untuk menjamin mutu dan keadilan dalam berkompetisi antara PTN dan PTS
maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Meateri Pendidikan Nasional tentang
Pendidikan Jarak Jauh. -
i - 4. Segera setelah terbitnya keputusan tersebut maka PTN dan PTS dapat
mengusulkan pela

ksanaan pendidikan jarak jauh berdasarkan rambu-rambu yang
berlaku, : : .
5. . Evaluasi akan

dilakukan sccara cermat terhadap usulan tersebut sebelum
~dikeluarkan ij:

n penyelengguraan oleh Dircktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui dan dipenubi, dan terima kasih atas perhatian yanyg diberikan.

. /-.‘ : . . . » .
; : : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

R a

_Satryo Soemantri Brodjm\
NIP 130 3§9 802
Tembusan Yth: - o ~
1. Menteri Pendidikan Nasional (Sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
3. Inspektur Jetideral Depdiknas
4. Sckretaris dan Divektur Ditjen Dikti.

e < by
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DEF’ARTEMEN PENDlDIKAN DAN KEBUDAYAAN
. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGG!

Jenderal Soedirman Pt Senayan. Tromolpos 150, Jakarta-10002
2.5731466. 5731903, 5731343, §731805, 5731988, 5731845, 5732481 5722468, 5731

Jin. Rays
Teip. 5731436,573196

Nomor . 2559/D/T/97
Lamp. :

Jakarta, 21 Oklober 1997
Perihal

- Larangan “Kelas Jauh’

Rektor/Ketual/Direktur
PTN dan PTK
_.Koordinator Kopertis
‘Wilayah | — Xl

Yth. :

© Seperti telah sering kita dengan bahwa sementara ini ada sr\i.rg"-'_
perguruan tinggi (PTN maupun PTS) yang menyelenggarakan “keliny
jauh” atau disebut dengan istilah “in-house”. B

ginkan dan ai
konsisten se4ur
u, mak

Guna menghindarkan hal-hal yang tidak kita in
h pendidikan tinggi lelap

penyelenggaraan program
ketentuan peraturan perundang-undangan yang _berlak
bagai Derikut

. dengan ini saya iegaskan hal-hal se »
N, PTK maupun PTS di seli

lenggarakan progrul
(kelas jauiy
rgu

T} Semua perguruan tinggi baik PT
/- wilayah Indonesia dilarang menye
pendidikan dengan cara pendidikan jarak jauh
house), kecuali oleh UT (Umversitaé Terbuka) atau pe
tinggi lain yang telah diberi tugas: untuk melakukannya.
Hal ini sesuai dengan Rasal 56 PP Nomo 30 Tahun 1990, 1
ményatakan bahwa pendidikan jarah jauh hanya dapal diliaky
_oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang dibett i
untuk melaksanakannya. _ :

Keinginan masyarakat
yang jauh dari tempa
dapat ditampung mela
Sedangkan untuk studi

masih harus ditampung perguruan tinggi penyelengy:

dimaksud di-tempat (k
berada.

‘Demikian agar hal ini'm
Saudara. saya ucapkan t

untuk studi fanjut ke S1 di daeral
t perguruan tinggi berada. lerbuk
ui program Universitas Terbuka.”

lanjut ke S2 atau S3, untuk s

ota) perguruan tinggi yang DersHiiy

enjadi perhatian Saudara. Atas perhatian
erima kasih.

Al

'Direktuf--lJenderal Pendidikan Tinggi

H

Tembusan
1. . Bapak Mendikbud (
2. Irjen Depdikbud

. 3. Sekrelaris dan para

S

Bambang Soehendro
NIP. 130237471

ebagai laporan)

Direklur pada Ditjen Dikti-




No: 2014/D/7/2002

- Dalam rangka mengantisipasi marcknya penawaran pendid

iklan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depar
. Nasional memandang perlu uhtuk mengingatkan seluruh a
~ ogar tidak saloh dolam memilih lembaga penyelenggara p

tkan tinggi melalui
temen Pendidikan
nggota masyarakat
endidikan tinggi. -

- Masyarakat dimohon agar mewospadai dan berhati-hali
.tawaran pendidikan tinggi
.

“ lembao

University, World Association of Universities and Coll es, American World

University, Northern Californio Global University, Edtracon International

, American Mahagement

Inslitute, Insfitute of Business & Management "Global"

~ - University, American Global University, American Internctional Institute of

Management ond Technology, Jakarta Institute of Management Studies {JIMS), -

Distance Learning Institute {DLI), AIMS School of Business Law, Washington

International Universily, American Institute of Management Studies, International .
Distance Learning Program {IDLP), San Pedro College of Business Administration, -
Kennedy Western University, University of Berkley, Berkley Infernational

~ University, American Genesc
dan lain-lain.

mahasiswa pindohan, keringonan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kulich

i Iorok jouh, progrom ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan.

" lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. .
- 3. Menawarkan berbagai program Tong berbeda dengan kaidah dan norma

ndidikan HnEgi seperti holn(o kelas paralel, kelas jauh, program kerjasoma,
utif, program yang dipadatkan/dimampatkan, "

elas akhir pe

an, kelas ekse
ujian persamaan dan bentuk lain yang sejenis.

. Untuk mencegah ferjadinya kekecewaan masyaraket lerhadap muty dan legalitas
| pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar: -

1. Menicari informasi langsung ke Direktorat Jendera! Pendidikan Tin

Koordinator Kopertis Wilayoh setempat tentang status program s
pendidikan tinggi. - L :

© (BAN-PT) tentang
o 'Hnggi. ' _ L . : _

.+ 3. Untuk memudohkan perolehan informasi tersebut di atas, maka dapat pula
Perl |
. ketentuan akan dikenckan sanksi berdasarkan Undan
.- 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55.

. dikenakan sanksi berdasarkan Undang Un
% Perlindungan.Konsumen pasal 62.

i Seluruh anggola masyarakat dimohon memaklumi dan menyebar
7. pengumuman ini. o ,

| Jakarla, 23 September 2002 ©
Direktur Jenderal Pendidikan Ting i
,\%Pcrfemen Pendidivkon Nqs;gnt_J

<

NIP. 130889 802 -

' ferhcdoﬁ b:é'rbd'goi '.

yang bercirikan sebagai berikut:

Menawarkan herbagai macom gelar dori luar negeri, alay gelar- gelar dari
ga yang menggunakan nama asing seperti halnya: Horvard Infermational

co University, Ghicogo International University, .

. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti holnya alih kredit,

ggi dan/alay - .
tuai/lemboga
* 2. Mencari informasi langsung ke Bodan Akreditasi Nasionol Pefgufu‘dn Tinggi *
—_— gsung , A
PO peringkat akreditasi progrom studi lembaga pendidikon

- dilakukan dengan membuka website www/dikli.org dan wWw.bon-bh,pr.id ;

u diketahui oleh masyorakat bohwe penggunaan gelar yang tidok sesuai
g Undong Nompr 2 tahun -

.+ Disamping ilu penyelenggara pendidikonc{cngt\liidok sgslﬁii kelle;;léc;l_ r;kﬁg
: ang Nomor 8 tahun  tentang

“luaskan .

* Solryo Soemonir Brodjonegoro % ¢4 '




